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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN

SUMBANGAN MASYARAKAT BAGI PENANGANAN FAKIR MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Tata Cara Pengumpulan dan
Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan
Fakir Miskin;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA
PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN SUMBANGAN
MASYARAKAT BAGI PENANGANAN FAKIR MISKIN.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pengumpulan sumbangan masyarakat adalah penghimpunan
dan/atau pemberian sumbangan masyarakat yang sah dan tidak
mengikat baik berupa barang, uang, dan/atau surat berharga yang
dilakukan atau diterima oleh menteri, gubernur, dan bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya bagi kepentingan penanganan fakir
miskin.

2. Penggunaan sumbangan masyarakat adalah pemanfaatan dan
penyaluran sumbangan masyarakat yang dilakukan oleh menteri,
gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya bagi
kepentingan penanganan fakir miskin.

3. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber
mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian
tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar
yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

4. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan
berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah,
dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan
pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi
kebutuhan dasar setiap warga negara.

5. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau
perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang sosial.

Pasal 2

(1) Pengumpulan dan penggunaan sumbangan masyarakat merupakan
sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat dalam pendanaan
untuk penanganan fakir miskin.

(2) Pengumpulan dan penggunaan sumbangan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari kegiatan yang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id



2015, No.533

Pasal 3

(1) Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penanganan fakir
miskin.

(2) Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. barang;

b. uang; dan/atau

c. surat berharga.

BAB II

PENGUMPULAN SUMBANGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dikumpulkan secara:

a. langsung; atau

b. tidak langsung.

Pasal 5

(1) Sumbangan masyarakat yang dikumpulkan secara langsung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan sumbangan
berupa barang, uang, dan/atau surat berharga yang diterima secara
langsung oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

(2) Sumbangan masyarakat yang dikumpulkan secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan
sumbangan berupa barang, uang, dan/atau surat berharga yang
dikumpulkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melalui
kegiatan sosial.

Pasal 6

Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berasal
dari:

a. dalam negeri; dan/atau

b. luar negeri.
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Pasal 7

Pengumpulan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 dilaksanakan secara selektif.

Pasal 8

Seluruh hasil pengumpulan sumbangan masyarakat yang diterima oleh
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dikelola sesuai dengan
mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah.

Bagian Kedua

Pengumpulan Sumbangan Dari Masyarakat Dalam Negeri

Pasal 9

(1) Menteri berwenang mengumpulkan sumbangan masyarakat dari
masyarakat dalam negeri yang lingkup wilayah pengumpulannya lebih
dari 1 (satu) provinsi.

(2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan
kewenangannya kepada kepala satuan kerja di lingkungan
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
sosial.

Pasal 10

(1) Gubernur berwenang mengumpulkan sumbangan masyarakat dari
masyarakat dalam negeri yang lingkup wilayah pengumpulannya lebih
dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi.

(2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan
kewenangannya kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang
menangani urusan sosial di provinsi.

Pasal 11

(1) Bupati/walikota berwenang mengumpulkan sumbangan masyarakat
dari masyarakat dalam negeri yang lingkup wilayah pengumpulannya
1 (satu) kabupaten/kota.

(2) Bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mendelegasikan kewenangannya kepada kepala satuan kerja
perangkat daerah yang menangani urusan sosial di kabupaten/kota.

Pasal 12

Sumbangan masyarakat yang dikumpulkan oleh Menteri, gubernur,
dan/atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai
dengan Pasal 11 diperoleh secara langsung maupun tidak langsung.
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Pasal 13

Sumbangan masyarakat yang berasal dari masyarakat dalam negeri dapat
diterima atau ditolak oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
kewenangannya dengan melakukan verifikasi.

Pasal 14

(1) Sumbangan masyarakat yang berasal dari masyarakat dalam negeri
yang berupa barang dikelola oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 15

(1) Sumbangan masyarakat yang berasal dari masyarakat dalam negeri
yang berupa uang diserahkan kepada Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota melalui rekening tersendiri yang dibuka oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pembukaan rekening tersendiri oleh Menteri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) atas persetujuan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(3) Pembukaan rekening tersendiri oleh gubernur atau bupati/walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan uang
negara/daerah.

Pasal 16

(1) Sumbangan masyarakat yang berasal dari masyarakat dalam negeri
yang berupa surat berharga dicatat sebagai penerimaan oleh pejabat
yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya.

(2) Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dengan
mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada
saat serah terima.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Sumbangan Dari Masyarakat Luar Negeri

Pasal 17

(1) Sumbangan masyarakat yang berasal dari masyarakat luar negeri
hanya dapat diperoleh secara langsung.
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